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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 
Tangkap Di Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Metode 

penelitian menggunakan yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator akses 

informasi dengan adanya komunikasi dua arah aliran informasi dua arah antara pemerintah 

desa dan masyarakat nelayan sudah berjalan dengan baik dan efektif, Pada indikator Inklusi 
atau partisipasi belum optimal, hal ini ditunjukan bahwa masyarakat nelayan belum dapat 

dikategorikan sebagai ko-produsen karena peran mereka masih terbatas pada penangkapan 

dan penjualan ikan masih secara segar, tanpa keterlibatan dalam pengolahan atau produksi 

lanjutan. Pada indikator Akuntabilitas sudah baik, hal ini dapat ditunjukan bahwa 

pemerintah telah menyediakan Kartu Kusuka sebagai identitas resmi nelayan untuk 

mengakses bantuan dan asuransi. Sementara itu pada indikator kapasitas organisasi lokal 
sudah berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat nelayan telah 

menunjukkan kemampuan kerja sama yang baik melalui komunikasi dan koordinasi yang 

efektif, serta perencanaan bantuan yang mendukung kebutuhan nelayan. 

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan Tangkap 
 

Abstract 
 

The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques, 
observation, interviews and documentation. Data analysis, namely, data collection, data 

reduction, data coding, and drawing conclusions. The results of the study show that in the 
information access indicator with the existence of two-way communication, the flow of two-way 
information between the village government and the fishing community has been running well 
and effectively, in the Inclusion or participation indicator it is not optimal, this is indicated that 
the fishing community cannot be categorized as co-producers because their role is still limited to 
catching and selling fresh fish, without involvement in processing or further production. In the 
Accountability indicator it is good, this can be shown that the government has provided the 
Kusuka Card as an official identity for fishermen to access assistance and insurance. 
Meanwhile, in the local organizational capacity indicator it has been running well, this shows 
that the fishing community has demonstrated good cooperation skills through effective 
communication and coordination, as well as assistance planning that supports the needs of 
fishermen. 

Keywords: Community, Empowerment, Fishing Fishermen 

 
This is an open access article under the CC–BY-SA license. 

 
 

 

 

Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 
Volume 14, Nomor 2, Agustus 2025, Halaman 49-57 
Print ISSN: 2302-254X, Online ISSN: 2963-4628 
DOI:  https://doi.org/10.55340/administratio.v14i2.2049  

mailto:nilawatiwagola@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.55340/administratio.v14i2.2049


50   | Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap di Desa Molona Kabupaten Buton Selatan … 

Copyright © 2025 
Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 

Volume 14, Nomor 2, Agustus 2025, Print ISSN: 2302-254X, Online ISSN: 2963-4628 

PENDAHULUAN  

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk melepaskan 

masyarakat dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Konsep pemberdayaan 
menekankan pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengelola sumber 

daya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan (Chambers, 2014). Melalui proses 

pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang 

berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengelola potensi lokal, serta menentukan 

arah kebijakan yang menyentuh kepentingan mereka secara langsung. Masyarakat yang 
proaktif dalam proses pemberdayaan akan lebih mudah keluar dari lingkaran kemiskinan 

karena memiliki daya dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi serta pengambilan 

keputusan (Sen, 2001); (Narayan, 2002). 

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian integral dari kebijakan 

pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan pentingnya 
peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana, prasarana, akses modal, dan 

pendampingan berkelanjutan. Namun, hingga kini, kemiskinan di kalangan masyarakat 

nelayan masih menjadi fenomena yang kontras dengan potensi sumber daya kelautan 

Indonesia yang sangat besar (Kusnadi, 2003). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2022), sekitar 98,7% nelayan Indonesia tergolong nelayan kecil, dan 25,14% dari 
total penduduk miskin nasional merupakan masyarakat pesisir yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa 

kekayaan sumber daya laut belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

pesisir. 

Tujuan utama pemberdayaan adalah membantu masyarakat yang menghadapi masalah 

sosial agar mampu bangkit, memiliki daya, dan mandiri dalam menentukan arah 
kehidupannya (Sulistiani, 2017), sedangkan menurut (Didi, 2024) tujuan pemeberdayaan 

adalah masyarakat yang madiri dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan daerah, 

partisipasi pemerintah desa dan lembaga masyarakat menjadi faktor penting dalam 

memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pandangan 

(Narayan, 2002) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup, 
memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong sinergi dalam penyelesaian permasalahan 

sosial. 

Di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, terdapat 1.750 

jiwa penduduk, dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan data 

dari kantor desa, terdapat sekitar 255 orang yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. 

Sejak tahun 2022, pemerintah daerah telah melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat nelayan berupa bantuan kapal, mesin, dan alat tangkap. Namun, program 

tersebut masih dinilai belum optimal karena terbatasnya jumlah bantuan dan kurangnya 

pendampingan teknis dari pihak pemerintah desa. Permasalahan yang dihadapi para nelayan 

meliputi keterbatasan alat tangkap seperti pancing, rumpon, dan kapal, serta minimnya akses 

terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan. Kondisi ini menghambat peningkatan kapasitas 
nelayan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi dan teknologi perikanan (Amri 

& Maulana, 2021). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat 

bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah lokal. Firna 

(2023) dalam penelitiannya di Desa Banabungi, Kabupaten Buton Selatan, menemukan bahwa 

pemberdayaan nelayan tangkap melibatkan tiga aspek utama, yakni enabling, empowering, 

dan protecting. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Harland, 2022), yang 
menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendampingan, serta 

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin keberlanjutan 

program pemberdayaan.  

Terlepas dari bearnya potensi kelautan Indonesia, telah banyak penelitian secara 

konsisten mengungkapkan paradoks yang terus-menerus antara sumber daya pesisir yang 
melimpah dan kemiskinan yang mengakar di antara masyarakat nelayan. Berbagai temuan 

penelitian sebelumnya sebagian besar menekankan intervensi ekonomi dan teknis, namun 

dinamika sosial politik, gender, dan kelembagaan yang mendukung pemberdayaan masih 

kurang dieksplorasi. 

Menurut (Stacey et al., 2021) menganalisis keberlanjutan mata pencaharian dalam 

perikanan skala kecil di seluruh Indonesia, menyoroti bagaimana implementasi kebijakan 
yang terfragmentasi dan kapasitas kelembagaan yang terbatas membatasi hasil 

pemberdayaan. Demikian pula, (Cahaya, 2015) mengungkapkan bahwa kemiskinan nelayan 
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sering berlanjut karena ketergantungan struktural dan kurangnya mekanisme penguatan 

kelembagaan lokal. 

Kemudian (Latief & Wijaya, 2025), memperluas wacana dengan meneliti peran 

pemerintah daerah dalam pemberdayaan, namun penelitian ini berfokus secara sempit pada 

mekanisme administrasi tanpa menilai instansi dan kapasitas adaptif masyarakat. Sementara 
itu, (Syahza et al., 2025) membahas strategi pemberdayaan ekonomi lintas sektoral tetapi 

gagal memperhitungkan saling ketergantungan sosial-ekologis yang membentuk ketahanan di 

antara populasi pesisir. 

Selain itu, perspektif gender, meskipun ditangani oleh (Fitrianggraeni, 2019) dalam 

eksplorasinya tentang inisiatif ekonomi perempuan di desa-desa nelayan, tetap marjinal dalam 

diskusi berorientasi kebijakan yang lebih luas. Kelalaian ini sangat penting, mengingat 
perempuan memainkan peran integral dalam ekonomi rumah tangga dan rantai nilai 

perikanan. 

Selain itu, (Riniwati et al., 2022) menemukan bahwa strategi pemberdayaan sering 

mengabaikan pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender sebagai penentu 

pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Dari sudut pandang kebijakan, ada juga 
pemahaman yang terbatas tentang bagaimana konservasi laut dan pengentasan kemiskinan 

berinteraksi. (Gurney et al., 2014) menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut terpadu 

(KKP) dapat secara bersamaan memajukan konservasi dan pemberdayaan ketika dirancang 

dengan kerangka kerja partisipatif.  

Mengacu pada fakta diatas, penelitian melihat bahwa perlu dikaji efektivitas 

pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Molona dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
kemandirian sosial ekonomi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Memahami pemberdayaan masyarakat sangat varitif, teragntung cara pandang peneliti. 
Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu strategi kunci dalam mengatasi 

kemiskinan pesisir dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, 

masyarakat pesisir umumnya berada dalam posisi ekonomi yang rentan akibat 

ketergantungan pada sumber daya alam yang fluktuatif, terbatasnya akses terhadap modal, 

dan lemahnya dukungan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan bukan sekadar 
proses ekonomi, tetapi juga transformasi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap kehidupan dan sumber daya mereka sendiri 

(Pomeroy & Andrew, 2011). 

Menurut (Béné et al., 2010), pemberdayaan masyarakat nelayan di negara berkembang 

tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat fungsi sosial 

seperti solidaritas komunitas dan ketahanan pangan. Mereka menekankan bahwa perikanan 
skala kecil memiliki peran ganda: sebagai sumber ekonomi sekaligus sebagai sistem sosial 

yang menopang identitas dan keberlanjutan komunitas pesisir. Dalam kerangka ini, 

pemberdayaan harus dipahami sebagai proses penguatan kemampuan kolektif masyarakat 

nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 

Selanjutnya, (Allison et al., 2009) menyoroti keterkaitan antara kerentanan ekonomi 
nelayan dengan perubahan iklim global. Mereka menegaskan bahwa pemberdayaan harus 

memperkuat kapasitas adaptif nelayan terhadap fluktuasi harga, cuaca ekstrem, dan 

degradasi ekosistem laut. Upaya ini dapat dilakukan melalui diversifikasi mata pencaharian, 

peningkatan keterampilan, dan akses terhadap informasi pasar. Namun, efektivitas kebijakan 

semacam ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan institusi lokal yang 

responsif (Islam & Sallu, 2014). 
Kemudian menurut (Lebel et al., 2006) memperluas pandangan ini dengan menekankan 

pentingnya kapasitas kelembagaan lokal. Dalam model co-management, kolaborasi antara 

pemerintah, LSM, dan masyarakat nelayan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan 

sumber daya laut. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan konservasi. 

Selain itu, dimensi gender juga perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat 
nelayan. (Kleiber et al., 2017) menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran sentral 

dalam rantai nilai perikanan, terutama dalam pengolahan hasil tangkapan dan pengelolaan 

ekonomi rumah tangga. Namun, mereka seringkali terpinggirkan dalam kebijakan perikanan 

formal. Oleh karena itu, pemberdayaan harus berorientasi pada kesetaraan gender agar 

mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan secara menyeluruh. 
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Menurut (Kusnadi, 2003), ada dua menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang 

bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan 

melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal 

sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Namun sebagai suatu masyarakat 

yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial terdiri 
yang berbeda dengan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. 

Beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat 

heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap 

perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera 

sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah 

kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan. 
Ada 4 aspek elemen kunci penting dalam proses pemberdayaan masyarakat menurut 

(Narayan, 2002) yaitu: pertama; Akses Informasi Akses informasi adalah kekuatan yang 

memungkinkan aliran informasi berlaku dua arah, yaitu dari pemerintah kepada warganya 

dan dari warga kepada pemerintah. Kedua; Inklusi atau partisipasi yaitu Pendekatan 

pemberdayaan untuk melibatkan orang miskin sebagai co-produsen melibatkan pemberian 
kekuasaan dan kontrol atas keputusan serta sumber daya kepada tingkat terendah yang 

sesuai. Ketiga; Akuntabilitas. Pejabat publik, pegawai pemerintah, promotor dari sektor 

swasta, wirausahawan, serta para politisi harus diminta untuk bertanggung jawab. Dan 

keempat; Kapasitas organisasi lokal. Ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk 

berkerja bersama, mengelola diri, dan menggerakkan sumber daya untuk menyelesaikan 

masalah yang menjadi kepentingan bersama. 

METODE PENELITIAN 

Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang 

bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian 
yang berfokus kepada kondisi objek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik 

pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau 

kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah 

menekankan pada makna dari generalisasi. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, 
(Creswell, 2015). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara 

dengan pihak-pihak terkait yang memberikan informasi mengenai topik penelitian, khususnya 

pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap di Desa Molona Kabupaten Buton Selatan. 

Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung, seperti buku-buku 

ilmiah, artikel jurnal, dan dokumentasi terkait yang relevan dengan topik penelitian serta 

sumber lainnya yang ada di lokasi penelitian, (Sugiyono, 2017). 
Teknik pengumpilan data yang digunakan  pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dilakukan menurut (Creswell, 2015) 

dilakukan dalam empat tahap, mengorganisir data, Reduksi data, Display/penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk melepaskan 

masyarakat dari kemiskinan atau ketidakberdayaan. Pendekatan ini menempatkan 

masyarakat sebagai subyek dari pemberdayaan, dan bukan sebagai obyek. Kedudukan 
masyarakat sebagai subyek menunjukan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 

berusaha agar lebih berdaya, namun tidak cukup hanya masyarakat yang berupaya 

melainkan perlu dukungan dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan untuk melepaskan 

masyarakat dari ketidakberdayaan dapat dilakukan melalui pemberian akses informasi, 

inklusifiktas dan patisipasi, akuntabilitas, kapasitas organisasi, (Narayan, 2013); (Narayan, 

2002).  

Akses Informasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha untuk 

menjalin komunikasi dua arah dan memberikan bantuan berupa rumpon kepada masyarakat 

nelayan, dukungan yang diberikan masih terbatas. Penyebaran informasi juga belum merata 

di seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan media komunikasi 
yang lebih luas, seperti telepon, whatsapp, atau media sosial. 
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Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya 

komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian 

ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi yang menyebabkan distribusi informasi 

dan bantuan tidak merata. Menurut (Stacey et al., 2021), keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat pesisir di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme komunikasi partisipatif 
yang mendorong nelayan menjadi aktor aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

sumber daya laut. Tanpa komunikasi dua arah yang transparan, partisipasi masyarakat 

menjadi simbolik dan tidak menghasilkan perubahan substantif terhadap kesejahteraan 

sosial-ekonomi mereka.  

Selanjutnya, (Dudayev et al., 2023) menekankan pentingnya governance inclusion dalam 

tata kelola perikanan partisipatif. Penelitian mereka menunjukkan bahwa program 
pengelolaan berbasis masyarakat hanya efektif jika terdapat sistem komunikasi yang mampu 

menjembatani nelayan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-negara. Namun, dalam 

banyak kasus di Indonesia, komunikasi masih berlangsung secara top-down, sehingga 

nelayan tidak memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasi mereka secara efektif. Kondisi ini 

sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana kurangnya pemanfaatan media digital seperti 
WhatsApp atau media sosial menyebabkan keterbatasan akses informasi dan koordinasi 

antar-nelayan. 

Sementara itu (Wiranthi et al., 2025) menambahkan bahwa interaksi dinamis antara 

aktor negara dan non-negara sangat menentukan efektivitas pemberdayaan di sektor 

perikanan skala kecil. Mereka menemukan bahwa komunikasi kolaboratif dan transparan 

merupakan fondasi dari tata kelola adaptif yang mampu meningkatkan kapasitas sosial dan 
ekonomi nelayan. Tanpa komunikasi yang terbuka, program bantuan seperti penyediaan 

rumpon seringkali hanya bersifat administratif tanpa menyentuh kebutuhan nyata 

masyarakat. 

Selain itu, pendekatan komunikasi berbasis teknologi telah terbukti memperkuat 

kapasitas sosial dalam pengelolaan perikanan. Sebagimana dikatakan (Rachman et al., 2025) 
mengembangkan model Participatory GIS di wilayah pesisir Jakarta yang memfasilitasi 

pertukaran informasi secara langsung antara nelayan dan pemerintah melalui platform digital. 

Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi tangkapan ikan dan penguatan jaringan sosial 

nelayan. Studi ini mendukung pentingnya inovasi komunikasi digital sebagai instrumen 

pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia. 

Dari sisi teori, hasil ini dapat dijelaskan melalui kerangka interactive governance (Jentoft 
& Chuenpagdee, 2015), yang menekankan pentingnya komunikasi timbal balik antara aktor 

negara dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan. Teori ini 

memandang bahwa pemberdayaan tidak hanya berupa peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi 

juga kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

melalui saluran komunikasi yang inklusif. 
Dengan demikian, temuan penelitian Anda memperkuat literatur yang ada dengan 

menunjukkan bahwa kendala utama pemberdayaan masyarakat nelayan bukan hanya 

kekurangan modal atau bantuan fisik, tetapi lemahnya infrastruktur komunikasi sosial dan 

digital. Untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, pemerintah desa perlu 

memperkuat sistem komunikasi berbasis teknologi, melatih nelayan dalam literasi digital, 

serta membangun platform komunikasi partisipatif agar seluruh warga pesisir dapat 
mengakse informasi dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya laut. 

Inklusi atau Partisipasi 

Inklusi atau partisipasi dalam pendekatan pemberdayaan untuk partisipasi melihat 

orang-orang miskin sebagai co-produsen. Namun, masyarakat nelayan di Desa Molona belum 

bisa disebut sebagai co-produsen. Hal ini karena mereka masih menjual ikan segar hasil 
tangkapan mereka. Proses pembuatan produk lainnya belum berjalan, sebab salah satu 

BUMDes di desa tersebut belum diaktifkan kembali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Desa Molona belum dapat 

dikategorikan sebagai co-producer dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka masih 

berperan sebagai produsen primer yang menjual ikan segar tanpa diversifikasi produk. Kondisi 

ini terjadi karena belum berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya 
menjadi sarana kolaborasi ekonomi dan inovasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa 

proses pemberdayaan di Desa Molona masih berorientasi pada bantuan material, bukan pada 

penguatan kapasitas dan partisipasi kolaboratif. Menurut (Jentoft & Chuenpagdee, 2015), 

pemberdayaan sejati dalam sektor perikanan kecil membutuhkan partisipasi aktif masyarakat 

sebagai mitra sejajar pemerintah, bukan sekadar penerima manfaat. 
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Dalam konteks co-production, (Ferro de Godoy et al., 2015) menekankan pentingnya 

integrasi antara pengetahuan ilmiah dan lokal dalam tata kelola pesisir yang adaptif, Namun, 

di Desa Molona, keterlibatan nelayan masih terbatas pada aktivitas tangkap tanpa inovasi 

atau pengelolaan pascapanen, menunjukkan lemahnya kolaborasi berbasis pengetahuan 

lokal. Penelitian (Jentoft & Chuenpagdee, 2015) juga menyoroti bahwa nelayan kecil sering 
terpinggirkan karena kurangnya akses terhadap informasi dan kelembagaan ekonomi yang 

mendukung. 

Keterbatasan kolaborasi ini juga dipengaruhi oleh faktor struktural. (Sahide et al., 2023) 

menunjukkan bahwa praktik co-production di Indonesia sering terkendala oleh birokrasi yang 

hierarkis, sehingga masyarakat hanya berperan pasif. Untuk mengatasi hal ini, pemberdayaan 

perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sosial dan pembelajaran bersama (social 
learning), sebagaimana disarankan oleh (Santos et al., 2013) yang menekankan pentingnya 

proses pembelajaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah.  

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan di 

Desa Molona masih berada pada tahap partisipasi dasar dan belum berkembang menjadi 

kemitraan co-production. Pemberdayaan yang berkelanjutan perlu diarahkan pada penguatan 
kelembagaan lokal (BUMDes), pembelajaran sosial, dan penggabungan pengetahuan lokal 

dengan inovasi teknologi agar masyarakat nelayan dapat berperan aktif sebagai produsen 

bersama dalam pembangunan ekonomi pesisir. 

Akuntabilitas  

Pemerintah telah menyediakan kartu kusuka sebagai mekanisme akuntabilitas dan 

jaminan formal bagi nelayan. Kartu kusuka memberikan manfaat berupa, akses bantuan, 
asuransi nelayan dan Kemudahan rekomendasi bantuan BBM. Namun, jaminan ini belum 

merata, karena hanya 102 orang nelayan yang menerima kartu tersebut (berdasarkan kriteria 

tertentu). Selain kartu kusuka, terdapat jaminan alternatif melalui rekomendasi administratif, 

yang bersifat individual. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyediaan Kartu Kusuka berfungsi sebagai 
mekanisme akuntabilitas formal yang mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan. Kartu 

tersebut digunakan untuk mengakses bantuan, perlindungan asuransi, serta kemudahan 

memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi. Dalam kerangka pemberdayaan, kebijakan ini 

sejalan dengan konsep capacity enabling, yaitu menyediakan instrumen yang memungkinkan 

masyarakat meningkatkan kapasitasnya secara ekonomi dan kelembagaan (Ife, 2013).  

Namun, keberadaan Kartu Kusuka yang hanya diterima oleh 102 nelayan 
mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi jaminan yang berpotensi menghambat proses 

pemberdayaan kolektif. Hal ini sesuai dengan temuan Tambunan (2021) yang menyatakan 

bahwa keberhasilan pemberdayaan bergantung pada pemerataan akses terhadap sumber daya 

publik. Di sisi lain, keberadaan rekomendasi administratif sebagai alternatif jaminan sosial 

bersifat individual dan tidak menjadi bagian dari sistem perlindungan komunal. Mekanisme 
ini mencerminkan lemahnya institusionalisasi pemberdayaan, karena pemberdayaan yang 

efektif seharusnya berlandaskan collective agency kemampuan kelompok untuk memperoleh 

hak dan mengelola sumber daya secara bersama (Sen, 1999). Keterbatasan akses Kartu 

Kusuka juga memperkuat pandangan Suharto (2010) bahwa program pemberdayaan 

seringkali terjebak pada pendekatan administratif yang tidak sepenuhnya berpihak pada 

kelompok rentan. Dengan demikian, untuk memperkuat pemberdayaan nelayan, diperlukan 
kebijakan yang menjamin pemerataan akses Kartu Kusuka, peningkatan literasi administratif 

nelayan, serta penguatan kelembagaan lokal agar mekanisme jaminan sosial tidak bergantung 

pada rekomendasi individual yang rawan bias. 

Kapasitas Organisasi Lokal 

Kerja sama antar aparat desa berjalan dengan baik, ditunjukkan melalui komunikasi 
aktif, terutama menggunakan media digital seperti WhatsApp dan telepon. Koordinasi dan 

perencanaan bersama dilakukan secara rutin, termasuk dalam penyusunan dan implementasi 

program bantuan seperti bantuan keramba bagi masyarakat nelayan. Organisasi lokal, dalam 

hal ini aparatur desa, menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat, ditandai oleh 

kemampuan dalam membangun hubungan kerja yang fungsional, menyampaikan informasi 

secara efektif, dan merancang program secara partisipatif. Kondisi ini mencerminkan 
pentingnya komunikasi organisasi dalam membangun kerja sama birokrasi yang efektif.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menegaskan bahwa kinerja tata kelola pada komunitas nelayan 
menunjukkan capaian yang berbeda pada masing-masing indikator. Pertama, akses informasi 

telah berjalan efektif, ditandai dengan komunikasi dua arah yang konsisten antara pemerintah 

desa dan masyarakat nelayan sehingga aliran informasi dapat diterima, dipahami, dan 

ditindaklanjuti secara tepat. Kedua, inklusi dan partisipasi masih berada pada tingkat sub-

optimal. Masyarakat nelayan belum berperan sebagai co-producer karena keterlibatan mereka 

masih terbatas pada aktivitas penangkapan dan penjualan ikan segar tanpa partisipasi dalam 
proses pengolahan maupun produksi bernilai tambah. Ketiga, akuntabilitas berada pada 

kategori baik, tercermin dari pemanfaatan Kartu Kusuka sebagai instrumen identitas formal 

yang memudahkan akses terhadap bantuan dan perlindungan sosial. Keempat, kapasitas 

organisasi lokal menunjukkan kinerja positif melalui adanya kerja sama, koordinasi, dan 

perencanaan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan program bantuan. 
Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola 

informasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal berada pada kondisi yang kuat, aspek 

partisipasi masyarakat masih menjadi titik kritis yang memerlukan intervensi strategis agar 

penguatan pemberdayaan nelayan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. 

Saran  

Untuk memperkuat pemberdayaan nelayan, pemerintah dan pemangku kepentingan 
perlu meningkatkan partisipasi nelayan melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan, 

memperkuat kapasitas organisasi lokal dengan pendampingan berkelanjutan, serta 

mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kusuka sebagai akses layanan dan perlindungan. Forum 

dialog rutin antara nelayan dan pemerintah perlu diperkuat sebagai ruang komunikasi yang 

inklusif, sementara kolaborasi lintas pihak pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan 
komunitas perlu terus ditingkatkan untuk menghadirkan inovasi yang relevan bagi 

kesejahteraan masyarakat pesisir. 
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